LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPRRI

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN
SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT,
DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR
FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke . 14 (empat belas)

Masa Persidangan oV

Tahun Sidang 2022 - 2023

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kebocoran Data Komisi | DPR RI
dengan Dirjen Aptika Kemkominfo dan Sestama BSSN

Hari, Tanggal . Senin, 12 Juni 2023

Pukul : 11.00 WIB

Sifat Rapat . Terbuka

Pimpinan Rapat . Dr. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panja Kebocoran Data Komisi |
DPRRI

Sekretaris Rapat . Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi | DPR RI
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Acara . 1. Progress Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme

Penanganan Kebocoran Data;
2. Sinergitas Kemkominfo dan BSSN dalam Penguatan Keamanan
Siber.
Hadir : ... dari 30 orang Anggota Panja Kebocoran Data Komisi | DPR Rl

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276, Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 282 ayat (1 ) Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul
11.31 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. RDP Panja Kebocoran Data Komisi | DPR RI dengan Dirjen Aptika Kemkominfo dan Sestama
BSSN pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut
di atas, dipimpin oleh Dr. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panja Kebocoran Data Komisi | DPR
RI.



1.

KESIMPULAN

Panja Kebocoran Data Komisi | DPR Rl mendesak Kementerian Kominfo (Kemkominfo) dan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan koordinasi guna tercipta sinergi dalam:

a. Melakukan langkah-langkah strategis pengamanan data sesuai dengan tugas dan fungsi
(tupoksi), agar Kedaulatan Siber NKRI terjaga dengan baik.

b. Menindaklanjuti secara tuntas kasus kebocoran data ke ranah hukum sehingga pihak
berwenang mampu memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku.

Panja Kebocoran Data Komisi | DPR Rl mendesak Kemkominfo untuk:

a. Segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksanaan
Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Rancangan Peraturan Presiden
Lembaga Pelaksana PDP di tahun 2023.

b. Merealisasikan pembangunan Pusat Data Nasional sesuai rencana yang telah ditetapkan
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Memastikan bahwa keberadaan Pusat Data Nasional dapat selaras dengan program
penyimpanan dan pengelolaan data di lingkup Pemerintah Daerah sehingga keberadaan
Pusat Data Nasional memberikan manfaat optimal.

d. Mengintensifkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan literasi digital dan diseminasi informasi
yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap
pentingnya pelindungan data.

e. Meningkatkan  sosialisasi tentang  pentingnya pengamanan data  kepada
kementerian/kelembagaan, pemerintah daerah dan pelaku usaha serta berbagai pihak
terkait lainnya.



3. Panja Kebocoran Data Komisi | DPR RI mendesak BSSN untuk:

a. Menyiapkan regulasi terkait dengan keamanan dan ketahanan siber serta ekosistem
pelindungan data sebagai rujukan pengelolaan dan pengamanan data dan informasi hingga
tingkat daerah.

b. Meningkatkan sistem pengamanan infrastruktur strategis yang merupakan aset milik negara
sehingga mampu menghadapi ancaman kejahatan siber.

c. Meningkatkan sistem yang handal, SDM yang kapabel dan peningkatan penyediaan
infrastruktur TIK yang handal sehingga ke depan mampu meminimalkan terjadinya
kebocoran data.

ll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 13.49 WIB.

Jakarta, 12 Juni 2023

DIRJEN APTIKA KEMKOMINFO KETUA RAPAT,

SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.Sc., MM DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-442

SESTAMA BSSN

Y.B. SUSILO WIBOWO




